
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal ini berarti bahwa dengan 

dikuasainya bumi, air, dan kekayaan alam oleh negara, pemerataan atas hasil-

hasil pengelolaan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam ini diharapkan dapat 

tercapai secara maksimal.  

Hak Menguasai Negara (selanjutnya disebut HMN) memberikan 

kewenangan kepada negara sebagai organisasi tertinggi dari Bangsa 

Indonesia yang mana hal ini ditujukan untuk mencapai sebesar–besarnya 

kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan 

dalam masyarakat dan negara hukum. Pelaksanaan HMN merupakan 

kewenangan pemerintahan pusat, namun menurut Pasal 2 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria 

(selanjutnya disebut UUPA) menetapkan: 

“Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya 

dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra (Provinsi, 

Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, dan Desa) dan masyarakat-

masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak 

bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-

ketentuan Peraturan Pemerintah.” 

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut  asas otonomi  yang di 

atur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan 



 

 

Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda). Menurut Pasal 1 angka 6 UU Pemda 

yang dimaksud “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia”. Otonomi ditujukan agar daerah dapat meningkatkan 

daya dan hasil guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya 

dan melakukan pembangunan di daerahnya. 

Mengenai pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi menurut 

Pasal 1 angka 8 UU Pemda yang dimaksud “Desentralisasi adalah 

penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah 

otonom berdasarkan Asas Otonomi”. Urusan pemerintahan yang dapat dibagi 

oleh pemerintah pusat kepada daerah merupakan urusan pemerintahan 

konkuren, dalam Pasal 9 ayat (3) UU Pemda yang dimaksud “Urusan 

Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota”. 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Pasal 1 angka 2 

UU Pemda menetapkan bahwa: 

”Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah 

dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945”. 

 

Penyelenggaraan pemerintah daerah ditujukan agar terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, 

peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan 



 

 

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu 

daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah pusat menuntut 

agar pemerintah daerah lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerah 

untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi 

daerah diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan daerah, dimana pemanfaatan 

sumber daya yang tersedia akan mendorong peningkatan kemampuan 

ekonomi daerah. 

Pendekatan pembangunan dalam rangka penataan ruang serta 

pemanfataan ruang di suatu wilayah yang lebih menonjolkan pertumbuhan 

ekonomi secara cepat mengakibatkan pertumbuhan di perkotaan akan 

melampaui kawasan lainnya atau dengan kata lain mendorong percepatan 

urbanisasi.  

Tingginya tingkat urbanisasi akan menyebabkan terserapnya sumber 

daya yang dimiliki pedesaan oleh kawasan perkotaan. Proses urbanisasi yang 

tidak terkendali juga semakin mendesak produktivitas pertanian. Data yang 

bersumber dari Kementerian PPN/BAPPENAS menunjukkan tingkat 

urbaninasi nasional di Indonesia pada tahun 2010-2035 diproyeksikan sudah 

mencapai 67%
1
. Tingginya urbanisasi diakibatkan terjadinya konversi lahan 

kawasan pertanian menjadi kawasan perkotaan. Kondisi ini mengakibatkan 

terjadinya migrasi penduduk pedesaan ke perkotaan akibat semakin 

menyempitnya lapangan kerja di bidang pertanian. 

                                                           
1
<https://www.bappenas.go.id/files/5413/9148/4109/Proyeksi_Penduduk_Indonesia_2010-

,2035 .pdf> [29/08/2020]. 
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https://www.bappenas.go.id/files/5413/9148/4109/Proyeksi_Penduduk_Indonesia_2010-,2035%20.pdf


 

 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan pembentukan 

kawasan agropolitan. pembentukan kawasan agropolitan ditujukan agar tidak 

terjadi kesenjangan wilayah antara wilayah pedesaaan dengan wilayah 

perkotaan, dapat mengendalikan tingkat urbaniasi yang terjadi, dan mampu 

membuka lapangan pekerjaan dibidang pertanian serta pengelolaan sumber 

daya pertanian berkelanjutan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan 

Ruang (selanjutnya disebut UU Penataan Ruang) dalam rangka penataan 

ruang di kawasan perdesaan dapat dibentuk kawasan agropolitan. Terkait 

kawasan agropolitan berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU Penataan Ruang 

menetapkan yang dimaksud kawasan agropolitan adalah: 

“Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada 

wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan 

pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh 

adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan 

sistem permukiman dan sistem agrobisnis”. 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Pasaman Nomor 4 Tahun 2014 Tentang 

Kawasan Agropolitan (selanjutnya disebut Perda Pasaman Tentang Kawasan 

Agropolitan) di Kabupaten Pasaman ditetapkan kawasan agropolitan. 

Kecamatan yang ditetapkan sebagai pusat kawasan agropolitan sesuai Pasal  9 

ayat (2) huruf a Perda Kabupaten Pasaman Tentang Kawasan Agropolitan 

“Kawasan pusat agropolitan ditetapkan di Kecamatan Rao”.  

Kecamatan Rao memiliki sektor pertanian yang besar dan 

masyarakatnya sudah biasa hidup sebagai petani karet alam. Komoditi utama 

yang di kembangkan di kawasan agropolitan adalah karet alam, berdasarkan 

Pasal 1 angka 11 Perda Pasaman Tentang Kawasan Agropolitan “Komoditi 



 

 

utama adalah produk yang mempunyai nilai keunggulan dan nilai ekonomi 

pada kawasan agropolitan”. Dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Pasaman 2016-2021 (selanjutnya disebut 

RPJMD Kabupaten Pasaman) salah satu indikator kinerja daerah dalam 

rangka mendukung pengembangan kawasan agropolitan adalah produksi 

karet alam.  

Persoalan kemudian muncul karena berdasarkan data yang penulis 

dapat dari BAPPEDA Kabupaten Pasaman yang termuat dalam notulen rapat 

yang berjudul “Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pengembangan 

Kawasan Agropolitan Kabupaten Pasaman” pada tanggal 12 November 2019, 

Dinas Pertanian memberikan data bahwa jumlah produksi karet alam hanya 

sebesar 25.963 Ton, angka ini sangat jauh dari target yang ditetapkan dalam 

indikator kinerja daerah pada Bab VIII RPJMD Kabupaten Pasaman dengan 

target sebesar 35,150 Ton.  

Selain persoalan di atas, berdasarkan BAB VII.2. RPJM Kawasan 

Agropolitan Kabupaten Pasaman 2015/16-2019/20 (selanjutnya disebut 

RPJM kawasan agropolitan) ada 10 faktor utama pengembangan kawasan 

agropolitan di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. Terdapat salah satu di 

antaranya yang belum maksimal yaitu terkait prasarana dan sarana 

transportasi.  

Pengembangan prasarana dan sarana transportasi dalam RPJM kawasan 

agropolitan merupakan program prioritas 2015-2020 yang di jalankan oleh 

Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disebut OPD) dalam hal ini yaitu 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (selanjutnya disebut Dinas PUTR) 



 

 

Kabupaten Pasaman untuk mencapai target indikator pertahunnya sebagai 

multiple years projects dengan anggaran yang bersumber dari APBN dan 

APBD yang harus tersedia setiap tahunnya. 

Pada saat pra penelitian penulis mendapatkan data dari Dinas PUTR 

Kabupaten Pasaman bahwa ada beberapa tahun anggaran untuk program 

prioritas prasarana dan sarana transportasi kawasan agropolitan 2015-2020 

tidak didapatkan sehingga menyebabkan kendala dalam pengembangan 

prasarana jalan/transportasi kawasan agropolitan di Kecamatan Rao 

Kabupaten Pasaman.
2
 

Kondisi terkini jalan menuju kawasan agropolitan di Kecamatan Rao 

Kabupaten Pasaman sudah di penuhi semak belukar dan ruas jalan tidak bisa 

dilalui oleh mobil hal ini membuat hasil panen petani kawasan agropolitan 

dibawa oleh tenaga manusia dan berimbas kepada kenaikan ongkos produksi 

dan distribusi sehingga melemahnya daya saing dan harga jual hasil panen 

petani kawasan agropolitan.         

Mengingat sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya 

melaksanakan program kemandirian dalam sektor pertanian ditambah lagi 

berdasarkan  data statistik tahun 2019 yang menyatakan bahwa ada sekitar 

59% masyarakat di Kabupaten Pasaman yang pekerjaannya bermata 

pencaharian langsung berhubungan dengan sektor pertanian
3
. Sehingga 

apabila pengembangan kawasan agropolitan ini berhasil maka akan mampu 

memberdayakan lebih dari separuh penduduk yang ada di Kabupaten 

                                                           
2
 Wawancara pra penelitian penulis pada 15 Januari 2021 kepada Bapak Khairul Amri, S.T, 

selaku Kabid Bina Marga Dinas PUTR Kabupaten Pasaman. 
3
<https://pasamankab.bps.go.id/publication/2020/04/27/76a2582a102f8b878128a5c2/kabu

paten-pasaman-dalam-angka-2020.html> [10/09/2020]. 
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Pasaman. Tentu hal ini sangat menarik untuk diangkat menjadi topik 

penelitian. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan 

menuangkan dalam bentuk skripsi yang dirumuskan dalam judul 

“PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA TRANSPORTASI 

KAWASAN AGROPOLITAN DI KECAMATAN RAO DALAM 

RANGKA PENATAAN RUANG DI KABUPATEN PASAMAN” 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka masalah yang akan dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penetapan kawasan agropolitan di Kecamatan Rao Kabupaten 

Pasaman? 

2. Bagaimana pengembangan prasarana dan sarana transportasi kawasan 

agropolitan di  Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman? 

3. Apa kendala yang dihadapi dalam pengembangan prasarana dan sarana 

transportasi kawasan agropolitan di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman? 

C. Tujuan  penelitian 

Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan 

yang konkret dan jelas tentang apa yang akan di uji, di konfirmasi, di 

bandingkan, di korelasikan, dalam penelitian yaitu: 

1. Untuk mengetahui penetapan kawasan agropolitan di Kecamatan Rao 

Kabupaten Pasaman. 

2. Untuk mengetahui pengembangan prasarana dan sarana transportasi 

kawasan agropolitan di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. 



 

 

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengembangan prasarana 

dan sarana transportasi kawasan agropolitan di Kecamatan Rao Kabupaten 

Pasaman. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penulisan secara ilmiah 

yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat 

sehingga pengembangan prasarana dan sarana transportasi kawasan 

agropolitan di Kecamatan Rao dalam rangka penataan ruang di 

Kabupaten Pasaman dijalankan secara baik dan dapat berjalan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Penulisan ini dihapakan dapat berguna bagi pengembangan hukum  dan 

hasil penulisan ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam 

memperluas pengetahuan hukum masyarakat. 

d. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum untuk 

menambah wawasan mengenai pengembangan prasarana dan sarana 

transportasi kawasan agropolitan di Kecamatan Rao dalam rangka 

penataan ruang di Kabupaten Pasaman. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan agar hasil penelitian ini  nantinya akan bermanfaat bagi 

pemerintah daerah Kabupaten Pasaman dalam pengembangan prasarana 



 

 

dan sarana transportasi kawasan agropolitan di Kecamatan Rao dalam 

rangka penataan ruang di Kabupaten Pasaman. 

E. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan bahan atau data yang kongkret, yang 

berasal dari bahan kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan 

cara penelitian sebagai berikut: 

1. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan 

penelitian atau penulisan.
4
 Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

empiris, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melihat dan 

mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan,
5
 

khususnya yang berkenaan dengan pengembangan prasarana dan sarana 

transportasi kawasan agropolitan di Kecamatan Rao dalam rangka penataan 

ruang di Kabupaten Pasaman. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mana metode ini merupakan metode 

yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang 

sedang terjadi atau berlangsung, tujuannya agar dapat memberikan data 

seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-

hal yang bersifat ideal.
6
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Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2004, hlm. 112. 
5
Bambang  Sunggono,  Metode Penelitian Hukum,  Rajawali Pers,  Jakarta, 2011, hlm. 73. 

6
Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan Singkat, 

Penerbit Universitas Indonesia, 2006, hlm. 10. 



 

 

3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam pengumpulan data bahan penelitian, data yang diambil terdiri atas:      

a. Data primer 

Data penelitian yang diperoleh langsung melalui wawancara dan para 

pihak yang terkait dengan pengembangan prasarana dan sarana 

transportasi kawasan agropolitan di Kecamatan Rao dalam rangka 

penataan ruang di Kabupaten Pasaman.  

b. Data sekunder 

Data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang terdiri dari: 

1) Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif, artinya mempunyai otoritas,
7
 yaitu bahan hukum yang 

mencakup seperangkat peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini 

adalah: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 

sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 Tentang Cipta Kerja. 

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.. 
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Soerjono Soekanto,  Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta,  

2008, hlm. 181. 



 

 

d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 

e) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Tata Ruang. 

f) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2012 Tentang 

Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. 

g) Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 055.313 Tahun 2009 

Tentang Penetapan Kawasan Agropolitan Pada Kabupaten 

Pasaman. 

h) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2011 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman 2010-

2030. 

i) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2014 

Tentang Kawasan Agropolitan. 

j) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2016 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Pasaman 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah oleh 

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 13 Tahun 2018. 

k) Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/723/BUP-PAS/2007 

Tentang Penetapan Kawasan Agropolitan dan Hinterland. 

2) Bahan hukum sekunder 

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan 



 

 

perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, 

literatur-literatur, hasil penelitian yang telah di publikasikan, jurnal-

jurnal hukum dan lain-lain. 

3) Bahan hukum tersier 

Yaitu bahan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer atau sekunder.
8
 Misalnya kamus 

Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. 

Sumber data yang dipergunakan di dalam penelitian ini antara lain adalah 

sebagai berikut: 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari dan mengkaji bahan- 

bahan hukum yang terkait dengan obyek penelitian. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian ini dimaksudkan guna mendukung analisis terhadap data 

kepustakaan/sekunder dengan cara mengungkap informasi-informasi 

penting serta mencari tanggapan tentang pengembangan prasarana dan 

sarana transportasi kawasan agropolitan di Kecamatan Rao Kabupaten 

Pasaman. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara 
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Wawancara (interview) dipandang sebagai metode pengumpulan 

data dengan tanya jawab terhadap kedua belah pihak yang dikerjakan 

dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Metode 

wawancara dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah semi 

terstruktur, dimana peneliti melakukan  pengumpulan data dengan cara 

mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung kepada responden 

dengan menggunakan wawancara yang disiapkan oleh penulis dan tidak 

menutup kemungkinan di lapangan penulis akan menanyakan pertanyaan 

baru pada saat melakukan wawancara. Wawacara dilakukan pada: 

1. Ibu Metri Wilda Nasution, S.E, M.M selaku Kabid Penelitian dan 

Pengembangan BAPPEDA Pasaman. 

2. Ibu Fauziah Dewi Murni, S.P. M.SI selaku Kasubid Perekonomian  

BAPPEDA Kabupaten Pasaman. 

3. Bapak Khairul Amri, S.T selaku Kabid Bina Marga Dinas PUTR 

Kabupaten Pasaman. 

4. Bapak Akmal, S.Sos selaku Camat Rao Kabupaten Pasaman. 

5. Bapak Syamsu Tabri selaku Wali Nagari Padang Mentinggi 

Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. 

6. Bapak Nopri Suhendra selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Nagari 

Padang Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. 

7. Bapak Johar Rangkuti merupakan Petani di kawasan agropolitan 

Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. 

b. Studi Dokumen 



 

 

Terkait Studi Dokumen Amirudin dan Zainal Asikin di dalam 

bukunya yang berjudul “Pengantar Metode Penelitian Hukum” 

menyatakan bahwa: 

”Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap 

penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), 

karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. 

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-

bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan 

hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasnya, 

sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.
9
 

 

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi, dalam sebuah penelitian, populasi adalah keseluruhan pribadi 

atau subjek yang terkait dengan objek penelitian, dalam hal ini adalah 

petani kawasan agropolitan Kecamatan Rao. 

b. Sampel dan Teknik Sampling. Sampel merupakan himpunan atau 

sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pengumpulan data 

dilakukan terhadap sampel. Adapun teknik sampling yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan cara 

purposive sampling, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau 

mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu, meskipun demikian 

sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang ada. 

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

a. Teknik Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dan diperiksa/diteliti dari penelitian lapangan (field 

research) dan penelitian kepustakaan (library research) telah diolah 

dengan cara Editing. Editing dilakukan dengan menyusun kembali data 
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yang telah diperoleh dan memilih data yang sesuai dengan keperluan. Hal 

ini dilakukan agar diperoleh kepastian bahwa data yang dikumpulkan 

telah lengkap dan cukup.  

b. Analisis Data  

Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan 

maupun data lapangan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan 

analisis data yuridis kualitatif atau kualitatif normatif untuk kemudian 

dipaparkan secara deskriptif yuridis
10

. Dikatakan normatif, karena 

penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada 

sebagai hukum positif, sedangkan disebut kualitatif karena data yang 

diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dengan 

uraian kalimat, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-

angka.  
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